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• bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Magelang serta menyesuaikan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu mengatur 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Magelang, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat 

Daerah serta unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan; 

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 

Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 

Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 

Tahun 2016. 

• Menerangkan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok 

jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, dan ketentuan peralihan untuk dinas sosial, 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak 

 

• Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 61) dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 

• Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. 

• Terdiri dari 16 halaman 
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